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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seperti halnya pergantian waktu, silih berganti siang dan malam, juga ada 

pergantian masa kehidupan manusia, ada yang lahir dan tentu ada yang meninggal 

dunia. Begitulah siklus kehidupan. Namun bagi petugas Dukcapil siklus kehidupan 

manusia dari lahir hingga meninggal dunia adalah peristiwa yang harus dicatatkan. 

Beragam peristiwa kependudukan seperti pindah datang, perubahan alamat, harus 

dilaporkan dan dicatat petugas Dukcapil karena membawa akibat terhadap 

penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan antara lain  Biodata, Kartu 

Keluarga, elemen data pada KTP-el, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. 

Bak malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan seseorang, begitu juga 

petugas Dukcapil mencatat dengan rapi-jali (sangat rapi) semua peristiwa penting 

yang mengubah status sipil seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, 

perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. 

Undang-Undang  No. 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU No. 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan esensinya adalah bahwa Negara wajib 

melindungi sekaligus mengakui status pribadi maupun status hukum setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduknya dan setiap 

warga negara berhak atas dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting tersebut. 

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, 

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

Bayi yang baru lahir dibuatkan akta kelahiran dan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan 

seseorang anak manusia. Selanjutnya dibuatkan juga Kartu Identitas Anak (KIA), 

begitu juga penduduk yang meninggal dunia mendapatkan Akta Kematian. Filosofi 

pemberian akta kematian pada hakikatnya sebagai bentuk penghargaan dan 

penghormatan terakhir dari negara terhadap warganya dan juga pada saat yang 
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sama memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan seseorang yang telah 

meninggal dunia. Data penduduk yang meninggal dunia dicatat, dibuatkan akta 

kematian dan datanya dinon-aktifkan pada database kependudukan. 

Negara betul-betul hadir melalui Dukcapil di setiap tahapan kehidupan 

penduduk. Itulah sejatinya tugas Dukcapil yang tidak berhenti mencatat peristiwa 

penting dan peristiwa kependudukan sejak warga negara dalam kandungan, lahir 

mati, lahir, masa kanak-kanak hingga remaja, kemudian dewasa mencatat semua 

kejadian penting yang terjadi dalam kehidupannya yaitu perkawinan, jika ada yang 

mengalami kejadian perceraian, perubahan nama, dan kejadian penting lainnya 

hingga akhir hayatnya. 

Salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk adalah kematian. Yang 

dimaksud dengan kematian adalah berakhirnya seluruh kehidupan seseorang secara 

permanen pada suatu saat setelah kelahiran hidup terjadi. Sesuai Pasal 44 Ayat (1) 

dan Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan 

oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas 

Dukcapil setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan 

laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register 

Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.  

Dalam keseharian ternyata banyak sekali manfaat pencatatan kematian. 

Terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa 

seseorang benar telah meninggal dunia, dan mendapat pengakuan negara dengan 

diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. 

Dengan menerbitkan dokumen akta kematian bila mendiang memiliki aset, 

maka bagi ahli waris akan lebih mudah disusun pembagian harta waris. Akan lebih 

jelas nasab hubungan orang tua dengan anak. Siapa yang jadi wali pada pernikahan 

sepeninggal almarhum. Begitu juga hubungan sosial ekonomi yang lain, seperti 

untuk mengurus klaim asuransi, dana Taspen, dana pensiun, dan lainnya akan lebih 

mudah jika memenuhi persyaratan dokumen kependudukan dalam hal ini 

persyaratan akta kematian. 

Selain itu, bagi negara, pencatatan kematian penduduk yang akurat akan 

membantu penyaluran bantuan sosial dan subsidi lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi 



3 

 

cerita warga yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan bantuan sosial, atau 

pegawai yang sudah meninggal masih menerima jatah uang pensiun. Kaitan dengan 

hal tersebut negara harus hadir untuk membuat masyarakat patuh terhadap aturan 

yang sudah ada bahwa ketika kematian terjadi terhadap diri dan keluarga maka 

harus dilaporkan ke dukcapil agar dicatat dan dibuatkan akta kematiannya. Begitulah 

tertibnya administrasi kependudukan, implikasi yang ditimbulkan terhadap peristiwa  

penting yang terjadi pada seseorang akan berpengaruh terhadap dokumen 

kependudukan yang bersangkutan dan keluarganya. Sehingga akan didapatkan data 

penduduk yang terkini dan akan sangat bermanfaat untuk pembangunan. 

Konsep dan istilah kapasitas negara (statecapacity) untuk menggambarkan 

bagaimana kemampuan negara dalam memobilisasi beraneka sumber daya untuk 

menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan. Ada tiga dimensi 

kapasitas, yaitu: (i) kapasitas ekstraktif untuk menyediakan sumber daya;                            

(ii) kapasitas pemerintahan untuk melakukan implementasi; dan (iii) kapasitas 

produksi regulasi untuk memberikan kepastian aturan bagi warga (Berwick & 

Christia, 2018). 

Untuk menciptakan negara yang memiliki kapasitas diatas, perlu adanya 

penguatan tata kelola yang tepat diberbagai tingkat pemerintahan baik pusat dan 

juga pemerintah daerah yang mampu merespon kondisi saat ini sekaligus juga 

merumuskan upaya untuk mencapai cita-cita kedepan. Bryson (Keban, 2021) 

menegaskan bahwa kuat lemahnya institusi, bertumbuh-berkembangnya organisasi, 

atau jatuh-bangunnya lembaga publik akan sangat tergantung pada kapasitasnya 

dalam menata diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan 

internal birokrasi maupun lingkungan eksternal, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, 

hukum, budaya, demografi, keadaan alam fisik, dan perkembangan teknologi.                

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan prinsip pengaturan yang tepat bagi 

organisasi publik dalam memecahkan permasalahan dan kepentingan publik. Inilah 

yang kemudian dikenal dengan konsep manajemen strategis (strategic 

management), yang terdiri dari perencanaan strategis, implementasi strategis, dan 

evaluasi strategis (David, 2011). 

 Salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Dinas Dukcapil 

adalah Kematian. Tapi, masih banyak kematian penduduk yang tidak dilaporkan. 

Akibatnya, banyak penduduk meninggal yang belum dicatat dan diterbitkan akta 
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kematiannya. Sehingga dalam database kependudukan, penduduk tersebut masih 

tercatat dan dianggap masih hidup. Hal ini tentu akan mengurangi akurasi database 

kependudukan.        

 Pencatatan kematian sangat penting bukan hanya bagi keluarga penduduk 

yang meninggal, tetapi juga bagi negara untuk lebih tepatnya sasaran pembangunan 

yg dimulai dari perencanaan dan pengambilan kebijakan. Oleh karnanya jika ada 

penduduk yang meninggal segera dilaporkan dan dicatat oleh petugas utk segera 

diterbitkan aktanya.          

 Pelaporan dan pencatatan kematian merupakan salah satu sumber utama 

dan sangat bermanfaat yang menentukan jumlah penduduk dan akurasi data 

kependudukan sebagai bagian dari Sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital. 

Pelayanan pencatatan kematian yang outputnya berupa akta kematian, selain 

pelayananya harus cepat dan mudah, namun yang terpenting adalah tepat yakni 

akurasi pencatatan atau registrasinya yang mencakup surat keterangan dari yg 

berwenang sesuai kejadiannya, misal keterangan dari dokter atau dari rumah sakit, 

jika meninggalnya di faskes, tempat dan tanggal, bahkan jam kematian seseorang 

dan penyebab kematiannya. Data tersebut harus valid dan akurat, karena 

menyangkut perjalanan hidup seseorang. Bahkan setelah meninggal, akta kematian 

mendiang masih berbicara dan berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. 

 Terkait pelaporan data kematian Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan berupa 

Surat Edaran yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se 

Indonesia sebagai berikut : 

1. Surat Edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret Tahun 2016 

tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian. 

2. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 

Tahun 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 

3. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal                             

13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan 

Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal                            

14 September 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 
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5. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 

2022 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian dengan Penerapan Buku 

Pokok Pemakaman.  

 Walaupun sudah ada lima kebijakan yang dikeluarkan terkait peningkatan 

pelaporan dan pencatatan kematian namun masih dirasakan masih kurangnya 

cakupan akta kematian yang semestinya dicatat dan dibuatkan akta kematian. 

Berikut disampaikan Data Cakupan Akta Kematian serta Data Cakupan Kepemilikan 

Buku Pokok Pemakaman selama 3 (tiga) bulan terakhir: 

Gambar 1. Data Cakupan Akta Kematian (SIAK) Bulan Agustus – Oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dilihat dari bulan April 2022 sampai dengan September 2022 jumlah Buku 

Pokok Pemakaman meningkat tetapi masih diragukan atau dipertanya jumlah orang 

yang meninggal dicatat dalam buku pokok tersebut, karena fokus kita adalah kepada 

tercatatnya orang yang meninggal sehingga cakupan akta kematian meningkat. 

Gambar 2. Data Cakupan Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman Bulan Agustus–Oktober 

2022. 
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Berdasarkan data cakupan akta kematian diatas dan signifikansi antara 

adanya salah satu instrumen (buku pokok pemakaman/BPP) untuk menjaring 

penduduk yang sudah meninggal dan dicatat serta dibuatkan akta kematiannya, 

maka walau membantu namun masih sangat pelan dan kurang signifikan.                                                              

Oleh sebab itu menjadi menarik dan penting dicari cara yang lebih strategis dan 

masif supaya merata dan cepat pelaporan dan pencatatan kematian dalam bentuk 

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berisi 2 (dua) lampiran:  

1. Panduan Strategi Pencatatan Kematian supaya mudah dipahami baik oleh 

petugas maupun masyarakat, didalamnya juga ada panduan peningkatkan 

pelaporan dan pengisian Buku Pokok Pemakaman yang bekerja sama dengan 

petugas pemakaman dan RT/RW serta Kepala Desa/Kelurahan. 

2. Panduan Pencatatan Kematian Secara Daring supaya setiap masyarakat dapat 

melaporkan kematian anggota keluarganya melalui online dan petugas dukcapil 

dapat memproses dengan cepat dan mudah. 

 Kewajiban negara untuk mencatat setiap pertambahan penduduk sama 

pentingnya dengan kewajiban negara untuk mencatat orang yang sudah meninggal 

dan menonaktifkan datanya dari database kependudukan. 

B.  Area dan Fokus Proyek Perubahan 

 Sedikitnya ada 3 (tiga) kebijakan yang mengamanatkan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kematian: 

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN                                   

Tahun 2020 – 2024; 

2. Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024; dan 

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional 

Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. 

Sebagaimana termuat dalam bahwa diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 

18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 peningkatan cakupan kepemilikan akta 

kematian yang diterbitkan yaitu 80% di tahun 2020, 85% di tahun 2021, 90% di 

tahun 2022, 95% di tahun 2023 dan 98% di tahun 2024. Betapa sangat pentingnya 

pelaporan setiap penduduk yang meninggal oleh keluarga atau ahli warisnya oleh 

Ketua RT/RW atau Kepala Desa/Kelurahan kepada Disdukcapil sesuai alamat atau 

domisilinya untuk kemudian dilakukan pencatatan  dan dibuatkan akta kematiannya. 
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Ketika seseorang yang telah meninggal dan dicatat oleh Disdukcapil, kemudian 

diterbitkan akta kematianya maka pada saat itu berarti data yang bersangkutan telah 

dinonaktifkan pada database kependudukan. 

 Secara faktual penyelenggaraan pencatatan kematian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1. Data pelaporan dan kepemilikan Akta Kematian masih tergolong rendah; 

2. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan oleh pengetahuan, budaya dan 

paradigma masyarakat yang belum mendukung; 

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan pencatatan 

kematian termasuk Sumber Daya Manusia baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif; 

4. Masih beragamnya persepsi dan pemahaman aparat di daerah dalam 

memberikan pelayanan dibidang pencatatan sipil, terutama pada pelaporan 

peristiwa kematian; 

5. Dinamika kelembagaan di daerah, antara lain seringnya pergantian 

pejabat/pegawai yang menangani/diberi tugas dalam pencatatan kematian;  

6. Lembaga-lembaga yang memberikan asuransi atau santunan maupun 

perbankan belum mensyaratkan akta kematian dalam mengurus administrasi 

bagi almarhum, hanya dibutuhkan surat keterangan kematian dari kelurahan 

atau desa; dan 

7. Masih adanya pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa mencatatkan 

kematian anggota keluarganya dan menghapus dari Kartu Keluarga 

merupakan suatu hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. 

Walaupun selama ini sudah ada berbagai kebijakan mulai dari undang-

undang sampai aturan yang lebih teknis terkait keharusan pelaporan kematian oleh 

masyarakat ataupun oleh RT/RW atau Desa/Kelurahan kemudian Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus  mencatatkan dan membuatkan Akta 

kematiannya, namun tetap saja masih banyak permasalahan-permasalahan terkait 

dengan pencatatan kematian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Jumlah Penduduk yang meninggal lebih banyak dari penduduk yang 

melaporkan kematiannya; 

2. Masih terbatasnya pemahaman manfaat pencatatan kematian bagi Penduduk; 

3. Masih banyak instansi yang tidak menjadikan persyaratan akta Kematian 
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sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban Penduduk; 

4. Kurangnya kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pencatatan kematian 

yang bisa dijadikan informasi awal utk pencatatan kematian;  

5. Masyarakat tidak merasa perlu atas pelaporan kematian, karena tidak berimbas 

langsung dengan mereka apabila tidak berhubungan dengan warisan dan 

asuransi/tidak merasakan manfaatnya jika melaporkan, dan tidak merasa rugi 

jika tidak melaporkan; dan  

6. Tidak adanya reward dan punishment terhadap kewajiban pelaporan kematian 

dari segi administrasinya. 

C. Tujuan Proyek Perubahan 

Adapun tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk membuat kebijakan 

yang strategis agar dapat dipedomani serta dilaksanakan oleh semua pihak terkait, 

dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan pelaporan dan pencatatan 

cakupan akta kematian yang masih sangat rendah di Indonesia, hal ini sangat 

mendesak dilakukan karena jika terus menerus pencatatan kematian ini dibiarkan 

seperti sekarang, dimana ditunggu pelaporan kematian dari penduduk maka apa 

yang diharapkan untuk meningkatkan cakupan akta kematian ini sangat sulit bisa 

terwujud. Padahal akta kematian itu sendiri sangat banyak gunanya antara lain:  

1. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang. 

2. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan 

kematian. 

3. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian. 

4. Tertib administrasi kependudukan. 

5. Didapatkan data statistik vital kematian. 

6. Memberikan konstribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yg 

akurat,  muktahir dan realible yang sangat berguna sebagai bahan dasar 

perencanaan pembangunan. 

D.  Manfaat Proyek Perubahan 

  Manfaat dari proyek perubahan adalah dengan adanya kebijakan strategis 

peningkatan cakupan akta kematian akan bermanfaat bagi Dinas Dukcapil seluruh 

Indonesia dan Kementerian/Lembaga, stakeholder serta masyarakat untuk pedoman 

dan tata cara serta dapat dijadikan panduan teknis dalam rangka untuk percepatan 
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pelaporan dan pencatatan kematian. Adapun manfaat dari akta kematian itu sendiri 

adalah sebagai berikut:  

1. Pembuktian kematian secara hukum; 

2. Meningkatkan akurasi database kependudukan; 

3. Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi; 

4. Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda); 

5. Pemberian tunjangan keluarga; 

6. Pengurusan Taspen/asuransi; 

7. Pencairan dana tabungan di bank; 

8. Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati; 

9. Perubahan status sebagai penduduk dari hidup menjadi meninggal dunia, 

perubahan kepemilikan dokumen kependudukan, dari KIA atau KTP-el menjadi 

Akta Kematian; 

10. Terjadinya relevansi secara langsung data seseorang pada database 

kependudukan dari hidup menjadi meninggal dunia; 

11. Menjadikan database kependudukan valid dan update dan terbebas dari orang 

yang meninggal dunia; dan 

12. Membantu untuk mengetahui dengan mudah silsilah sebuah keluarga. 
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BAB II 

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

 

A.  Gambaran Umum 

 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. 

Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bapak Tito Karnavian. 

 Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian 

(bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan 

secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah 

atau dibubarkan oleh presiden. 

Visi dan Misi Organisasi 

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam   Negeri  Mampu 

Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan 

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. 

Dalam rangka  mewujudkan   visi   yang   telah   dirumuskan   tersebut, maka 

ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu : 

1. Memantapkan  ideologi  dan  wawasan  kebangsaan  dengan  memperkuat 

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,  kebhinekaan, menegakkan 

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa 

dan stabilitas dalam negeri; 

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum 

melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan 

ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi 

kependudukan; 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah 

melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan 

berpihak kepada rakyat; 
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4. Mendorong  terwujudnya  keserasian  dan  keadilan  pembangunan  antar 

wilayah dan daerah melalui  pembangunan   dari   pinggiran   dengan 

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan; 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan 

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam 

rangka pemantapan pelayanan publik. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang 

pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam 

Negeri menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan 

pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, 

pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan 

pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Koordinasi pelaksanaan  tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Dalam Negeri di daerah; 

6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam 

negeri; 
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8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan 

dalam negeri; 

9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan 

10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database 

kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana 

Administrasi Kependudukan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi 

pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan 

standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi 

Kependudukan; 

3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 

sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; 

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 

sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; 

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia 
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pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di daerah; 

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 

sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta 

penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; 

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 3. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pencatatan Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain 1 . Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa 

Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi 

Pelaksana2. 

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah alamat untuk 

menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas 

menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, 

perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, 

serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang 

harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat 

keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan 

pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segala 

persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat 

publik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata 

 
1 Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 1. 

2 Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 15. 
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lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan 

bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam 

memberikan perlindungan hukum kepada warganya serta untuk mewujudkan 

pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 

Pencatatan Sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami 

oleh seseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. 

Peristiwa penting yang harus dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk 

yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan maupun lahirnya 

hak-hak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, jadi yang dicatat adalah 

setiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristiwa itu dapat diketahui 

dengan jelas. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting 

yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pelayanan Pencatatan Sipil bersifat universal yang artinya diberikan 

kepada setiap orang, dikelompokan sebagai berikut: 

1. WNI; dan 

2. Orang Asing, meliputi: 

• Pemegang Izin Kunjungan; 

• Pemegang ITAS; dan 

• Pemegang ITAP. 

Lokus Pelayanan Pencatatan Sipil dapat dibagi menjadi: 

1. Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil 

Kab/Kota di tempat penduduk berdomisili.  

2. WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di 

Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa penting.   

3. Orang Asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota 

tempat terjadinya peristiwa penting.   
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4. Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP dilakukan di Disdukcapil 

Kab/Kota tempat Orang Asing berdomisili. 

5. WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di Kantor Perwakilan RI. 

B.  Output dan Outcome Proyek Perubahan 

        Pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan akan menghasilkan output dan 

outcome sebagai berikut:  

a) Output  

 Kebijakan Strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

strategi pelaksanaan pencatatan kematian yang berisi beberapa poin 

penting dan lampiran-lampirannya berupa: 

• Lampiran 1: 

Panduan Pelaksanaan Strategi Pencatatan Kematian. 

• Lampiran 2: 

Panduan Pelaksanaan Strategi Pencatatan Kematian Secara Daring 

merupakan hasil dari judul proyek perubahan ini yaitu kebijakan 

strategis peningkatan cakupan akta kematian. 

b) Outcome 

• Percepatan pelaporan dan peningkatan cakupan akta kematian.  

• Mewujudkan database kependudukan yang valid, akurat dan reliabel 

akan banyak manfaat sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, yaitu: 

1. Untuk Pelayanan Publik; 

2. Untuk Perencanaan Pembangunan; 

3. Untuk Alokasi anggaran; 

4. Pembangunan Demokrasi ; dan  

5. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal. 

C. Tahapan Perubahan Rencana Strategis 

a) Analisa Lingkungan Strategis dengan Analisis SWOT 

Untuk menangani adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan 

harapan tersebut, maka perlu dilakukan suatu treatment terobosan kegiatan 

dan untuk ke-efektifan rancangan treatment kegiatan perubahan, maka 

dilakukan analisis SWOT, yang selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 1. Analisis SWOT 

 

 

Internal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

▪ Adanya target cakupan akta 
kematian dari RPJMN 2020-2024, 
RENSTRA KEMENDAGRI dan 
Stranas AKPSH yang harus 
dipenuhi. 

▪ Cakupan akta kematian menjadi 
salah satu indikator untuk 
penentuan Levelisasi sebuah Dinas 
Dukcapil untuk menunjukkan 
prestasinya/kinerjanya. 

▪ Database kependudukan dikelola 
Ditjen Dukcapil dari Pusat sampai 
ke daerah bahkan perwakilan RI di 
luar negeri  

  

▪ Belum begitu disadarinya arti 
pentingnya Akta Kematian. 

▪ Belum diperlukannya dan 
dipergunakannya Akta Kematian 
dalam pelayanan publik lainnya. 

▪ Masih belum dirasakannya 
manfaat secara langsung oleh 
masyarakat ada atau tidak adanya 
akta kematian. 

Eksternal 

Peluang (O) Ancaman (T) 

▪ Kedepan akan semakin disadari dan 
dibutuhkannya Akta Kematian oleh 
Lembaga lain, misalnya perbankan, 
Perusahaan Asuransi, dan 
Kemensos, KPU dan Bawaslu dan 
K/L lainnya. 

▪ Bagi yang K/L dan stakeholders 
yang sudah melakukan kerjasama 
dengan ditjen dukcapil jika akan 
memperpanjang Perjanjian 
Kerjasama untuk dimasukkan satu 
klausul tentang perlu akta kematian 
dari penduduk tentunya pelayanan 
publik yang terkait, agar 
mensyaratkan Akta Kematian dalam 
pelayanan yang diberikan. 

▪ Dapat juga bekerjasama dengan 
sesama komponen di Kemendagri 
misalnya dengan Ditjen Bina 
Pembangunan Daerah, dimana 
dalam Permendagri nanti salah satu 
pointnya adalah untuk dapat 
bekerjasama memberikan 
sosialisasi kepada K/L dalam setiap 
urusan yang diampu oleh K/L 
tersebut. 

▪ Pemahaman Masyarakat yang 
masih salah, misal: utamanya 
kelompok masyarakat yang  
mendapat bantuan sosial merasa 
rugi jika melaporkan kematian 
keluarganya. 

▪ Pemahaman yang masih salah 
juga bahwa hilangnya nama 
anggota keluarga dari KK 
merupakan hal yang menyedihkan 
dan tabu bagi sebagian 
masyarakat. 

▪ Belum samanya pemahaman pada 
K/L dan stakeholders terkait, masih 
mensyaratkan surat keterangan 
kematian dari Kepala 
Desa/Kelurahan. Padahal suket 
tersebut baru sebatas salah satu 
syarat untuk diterbitkannya Akta 
Kematian. Akta Kematian dari 
Dukcapil adalah hasil akhir. Tidak 
ada lagi setelah itu. 
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b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone) 

Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan dilakukan secara bertahap 

yang dikelompokkan menjadi tahapan jangka pendek, tahapan jangka 

menengah dan tahapan jangka  panjang, sebagaimana disajikan dalam 

tabel halaman berikut: 

Tabel 2a.Sebelum Adanya Perubahan  

TAHAPAN 
Jan 
2022 

Feb 
2022 

Maret 
2022 

April 
2022 

Mei 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

JANGKA PENDEK:  
Belum Optimalnya Kebijakan Strategis peningkatan cakupan akta kematian. Belum 
tersedianya panduan berisi Materi dan Substansi juga Petunjuk Teknis terkait peningkatan 
cakupan akta kematian. 

1. Persiapan Gambaran  
Konsep BPP 

       

2. Belum optimalnya sosialisasi 
tentang BPP dan cara-cara 
penerapannya 

       

3. Belum adanya Penyamaan 
Persepsi dan Rencana  
Kerja untuk mencari 
kebijakan yang strategis 

       

4. Belum tersusunnya Materi 
dan Petunjuk Tekhnis 

       

5. Belum adanya rencana 
fokusnya Peninjauan Best 
Practice sebagai 
Percontohan di beberapa 
Kab/Kota  

       

6. Bahan Sosialisasi yang 
digunakan hanya 
berdasarkan peraturan yang 
sudah ada 

       

7. Belum fokus melakukan 
Evaluasi terkait cakupan 
akta kematian 

       

8. Sudah dilakukan Sosialisasi 
ke K/L danStakeholders 
terkait namun belum fokus 
untuk cakupan akta 
kematian 

       

9. Belum dilakukan Piloting 
Tahap I 
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Tabel 2b. Tahapan Perubahan Strategis 

TAHAPAN 
Agus 
2022 

Sept 
2022 

Okt 
2022 

Nov 
2022 

Des 
2022 

Jan 
2023 

Feb 
2023 

Mar 
2023 

JANGKA PENDEK: 
• Tersedianya Kebijakan Strategis berisi Materi dan Substansi terkait Percepatan Pelaporan 

dan Pencatatan Kematian serta Petunjuk Teknis dan Panduan Percepatan Pelaporan dan 
Pencatatan Kematian. (Kepmendagri) 

• Tersedianya Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas dalam rangka Percepatan 
Peningkatan Cakupan Akta Kematian Tahun 2022 (Kepmendagri) 

1. Penyiapan Gambaran  
Konsep  

 
 
  

      

2. Penyiapan Tim yang 
disahkan melalui 
Keputusan Dirjen 
Dukcapil 

        

3. Penyamaan Persepsi 
dan Rencana  Kerja 

        

4. Peninjauan Best 
Practice sebagai 
Percontohan di 
beberapa Kab/Kota 

        

5. Penyusunan Materi         

6. Keputusan Menteri 
Dalam Negeri 

        

7. Sosialisasi Kepmen ke 
Disdukcapil se-
Indonesia 

        

8. Evaluasi dan 
melengkapi bahan 
Sosialisasi 

        

9. Sosialisasi ke K/L 
danStakeholders terkait 

        

JANGKA MENENGAH:  
• Sosialisasi kepada Pejabat Pengambil Keputusan di Disdukcapil dan Bimbingan Teknis 

(Bimtek) kepada Petugas Pelayanan Adminduk (Nov 2022 - dst) 

• Penerapan Kepmendagri untuk seluruh Indonesia dan perwakilan RI di Luar Negeri                
(Des 2022 - dst) 

JANGKA PANJANG:  
• Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan 

dan Pencatatan Kematian. (Jan - Juli 2023) 

• Finalisasi Permendagri (Agust 2023)  

• Sosialisasi dan Penerapan Permendagri (Agust 2023 - dst) 
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c) Tata Laksana Proyek Perubahan  

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project Leader juga 

membentuk tim efektif untuk melaksanakan proyek perubahan agar tugas-

tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.              

Tim Efektif disahkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Dukcapil tentang 

Pembentukan Tim Efektif Dalam Rangka Penyusunan dan Implementasi 

Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian tanggal                          

24 November 2022. Adapun susunan dari tim efektif dalam proyek 

perubahan ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Susunan Tim Efektif dalam Proyek Perubahan 

No Nama Jabatan 
Kedudukan 
Dalam Tim 

1 2 3 4 

1.  Prof. Dr. Zudan Arif 
Fakrulloh, SH, MH. 

Direktur Jenderal 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
 

Pengarah  

2.  Hani Syopiar Rustam, SH Sesditjen 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
 

Penanggung Jawab 

3.  Dr. Handayani Ningrum, 
SE, M.Si 

Direktur Pencatatan 
Sipil,  Ditjen 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
 

Ketua Tim 

4.  Sakaria, SH, M.Si Analis Kebijakan Ahli 
Madya, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Sekretaris 

5.  Sukirno, SH, M.Si Analis Kebijakan Ahli 
Madya, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota  

6.  Drs. Juhardi, M.Si Analis Kebijakan Ahli 
Madya, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota  
 
 

11. Lilie Satuti Kusumo 
Wigati, SH, MH 

Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan 
Ahli Madya, Setditjen 
Dukcapil 
 

Anggota  

12.  Armansyah, SE Analis Kebijakan Ahli 
Muda, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 
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No Nama Jabatan 
Kedudukan 
Dalam Tim 

1 2 3 4 

13.  Yusnaini Bachari, SE Analis Kebijakan Ahli 
Muda, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

14.  Drs. Mudadi, M.Si Analis Kebijakan Ahli 
Muda, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

15.  Yeni Astari, SH Analis Kebijakan Ahli 
Muda, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

16.  Mella Oktafiani, SE, M.Si Analis Kebijakan Ahli 
Muda, Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

17.  Fajar Kurniawan 
Atmowasito, SH 

Kassubag TU pada Dit. 
Pencatatan Sipil 
 
 

Anggota 

18.  Yuliana Komalasari, SE JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

19.  Naufal Aliyya, S. Stat JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

20.  Hariyanto Setiawan, SE Tenaga Pendukung 
pada Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

21.  Wahyu Firmansyah, SE Tenaga Pendukung 
pada Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

22.  Andra Aditya Gautama, 
S.STP 

JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

23.  Muhammad Muliyadi, 
S.IP, M.Si 

JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

24.  Gabriela Feronica 
Rantung, S.STP 

JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

25.  Rendy Pratama, S.STP 
 

JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

26.  Hari Prasetio, S.I.P Tenaga Pendukung 
pada Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 
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No Nama Jabatan 
Kedudukan 
Dalam Tim 

1 2 3 4 

27.  Lila Lestari Indah, SIP JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

28.  Dessy Budiyanti, S.IP JFU pada Dit.  
Pencatatan Sipil 
 

Anggota 

29.  Chandra Ganda Wijaya Tenaga Pendukung 
pada Dit. PIAK 
 

Anggota 

30.  Syahfrizal  Tenaga Pendukung 
pada Dit. PIAK 
 

Anggota 

31.  Irfan Novari Tenaga Pendukung 
pada Dit. Pencatatan 
Sipil 
 

Anggota 

Sehubungan dengan SK Tim diatas, walaupun di tanda tangani oleh 

Bapak Dirjen pada bulan November 2022, namun tim efektif sudah bekerja 

dari awal perencanaan proyek perubahan ini sesuai dengan Milestone.  

Tabel 4. Uraian Tugas Tim Efektif dalam Proyek Perubahan. 

No Jabatan Tugas 

1 Pengarah Memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan 

penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis 

dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 

2022 

2 Penanggung 

Jawab 

Memberikan pembinaan dan pengawasan dalam melakukan 

penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis 

dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 

2022 

3 Ketua Tim Melakukan pembahasan, koordinasi proses penyusunan dan 

implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka 

peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022. 

4 Sekretaris Membantu secara teknis maupun administrasi proses 

penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis 
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dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 

2022. 

5 Anggota 
a. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan dan 

implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka 

peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022; 

b. Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab 

dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan 

yang strategis dalam rangka peningkatan cakupan akta 

kematian tahun 2022; 

c. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan 

penyusunan dan implementasi kebijakan yang strategis 

dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian tahun 

2022;  

d. Mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan 

dan implementasi kebijakan yang strategis dalam rangka 

peningkatan cakupan akta kematian tahun 2022. 

 

D.  Rencana Strategis Marketing Proyek Perubahan 

a)    Identifikasi Stakeholder 

Stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terkait dengan 

proyek perubahan ini terdiri dari beberapa stakeholders yaitu: 

1. Kementerian/Lembaga: Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Mahkamah 

Agung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPBD, Jasa Raharja, BPJS 

dan Taspen, Kepolisian RI, Maskapai Penerbangan, Kemenhub dan 

Pengadilan Negeri. 

2. Stakeholder terkait: Rumah Sakit (RS), Yayasan Pelayanan Kematian, 

LSM, OPD Dinas Pemakaman, Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas 

Dukcapil Kab/Kota; 

3. Desa/Kelurahan atau nama lain, Kecamatan, RT/RW; dan 

4. Masyarakat. 
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b) Jenis Stakeholder 

Pada umumnya, stakeholder akan terbagi berdasarkan posisi, kekuatan, 

serta pengaruhnya. Berikut ini adalah jenis-jenis stakeholder yaitu:  

1. Stakeholder Utama (Primer) 

Stakeholder primer adalah stakeholder erat kaitannya dengan 

penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak 

penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan 

instansi. Contoh dari stakeholder primer dalam proyek perubahan ini 

adalahDinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Dukcapil, kecamatan, 

desa/kelurahan,RT/RW serta Masyarakat. 

2. Stakeholder Pendukung (Sekunder)  

Stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan 

langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek. 

Namun stakeholder primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, 

sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan 

pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder 

primer serta keputusan resmi pemerintah. Contoh dari stakeholder 

sekunder dalam proyek perubahan ini adalah Kementerian/Lembaga 

yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan. 

3. Stakeholder Kunci  

Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang 

memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh dari 

stakeholder kunci dalam proyek perubahan ini adalah Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Dukcapil Provinsi, Dinas 

Dukcapil Kab/Kota.  

c) Analisa Stakeholder  

Penjelasan dari setiap stakeholders sebagai berikut:  

Tabel 5. Analisa Stakeholder. 

No Stakeholders Dukungan yang Diharapkan 

1. Kementerian Kesehatan Adanya kerjasama saling bertukar data, 
terutama terkait penyebab kematian.  

2. Kementerian Agama Adanya data balikan dari hasil kerjasama. 
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3. Kementerian Sosial Adanya verifikasi dan validasidasi data, hal 
tersebut berkaitan dengan data penduduk 
yang menerima Bantuan Sosial. 

4. Mahkamah Agung Adanya data balikan dari hasil PKS.  

5. Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) 

Adanya verifikasi dan validasi data. 

6. Taspen Dipersyaratkannya Akta Kematian untuk 
klaim asuransi Taspen. 

7. Jasa Raharja Adanya verifikasi dan validasi data dan juga 
adanya data balikan dari hasil PKS, 
dipersyaratkan untuk klaim asuransi. 

8. Kepolisian Untuk memberikan Surat Keterangan 
Kematian yang tidak jelas identitasnya 

9. K/L lainnya Untuk mensyaratkan Akta Kematian (jika 
diperlukan) dalam pelayanannya.  

d) Strategi Komunikasi/Mobilisasi Stakeholder 

1. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melibatkan K/L atau 

lainnya atau lainnya bisa digunakan sebagai instrumen untuk 

membantu keberhasilan program. (Jangka Panjang) 

2. Dengan Kepmendagri yang sudah ada tentunya, program 

percepatan pelaporan dan pencatatan kematian bisa diterapkan dan 

dihimbau melalui Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kab/Kota, UPT 

dan Badan Perwakilan RI yang ada di Luar Negeri, karena di tempat 

tersebut adalah sebagai lokus pelayanan administrasi 

kependudukan.  

3. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Kab/Kota juga menindaklanjuti 

bekerjasama dengan Desa, Keluarahan, RT/RW, dan pihak-pihak 

terkait lainnya. 

e) Strategi Marketing Proyek Perubahan 

Marketing Sektor Publik 

1. Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat diwajibkan Kadis 

Dukcapil membuat sms gateway atau mengumumkan secara luas 

kepada masyarakat nomer HP-nya melalui spanduk, pamphlet, 

poster, sosial media dan media lainnya tentang pentingnya akta 

kematian. 
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2. Melakukan berbagai upaya dan cara untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat akan arti pentingnya akta kematian, bisa melalui 

sosialisasi melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang 

dijadikan program tetap dari Ditjen Dukcapil setiap Sabtu Pukul 13.00 

s.d. 15.00 WIB bisa diikuti dengan live zoom dan live youtube. 

Dukcapil KDN juga bekerjasama dengan TV Desa dan dapat diikuti 

oleh seluruh masyarakat Indonesia dan WNI yang ada di luar negeri. 

Penekanan kegunaan Pencatatan Kematian bahwa dengan 

diperoleh bukti dan dokumen autentik atas kematian seseorang maka 

memberikan manfaat diantaranya Pembuktian kematian seseorang 

secara hukum, Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi; 

Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda); Pemberian tunjangan 

keluarga; Pengurusan Taspen; Pencairan dana/tabungan di bank; 

Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati; Penon aktifan 

data pribadi. Pencatatan kematian akan didapatkan data statistik vital 

kematian, memberikan konstribusi dalam pemeliharaan database 

kependudukan yang akurat, muktahir dan reliable serta dapat 

dipergunakan sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemanfaatan 

pelayanan publik, pembangunan demokrasi, perencanaan 

pembangunan, alokasi anggaran dan penegakan hukum dan 

pencegahan kriminal.  

Rencana Strategi Kerjasama  

Penerapan Sistem Pelaporan Kematian secara daring dilakukan secara 

proaktif antara Disdukcapil selauruh indonesia dengan penduduk yang 

berdomisili di wilayahnya masing-masing.  

Integrasi Sistem Pencatatan Kematian dengan Layanan Kesehatan dan 

Penerapan Buku Pokok Pemakaman yang bekerjasama dengan 

Petugas Pemakaman dan Kepala Desa/Kelurahan dengan basis 

RT/RW. 
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1. Integrasi sistem pencatatan kematian saat ini kondisinya belum                 

se-intensif pencatatan kelahiran. Dinas Dukcapil telah banyak 

melaksanakan layanan terintegrasi (paket) saat pelayanan 

pencatatan kematian, namun sebagian besar informasi tentang 

kematian diperoleh Dinas dari laporan warga. 

2. Kondisi saat ini: tidak semua kematian terjadi di faskes.  Dalam syarat 

pencatatan kematian, surat keterangan kematian tidak hanya dari 

dokter/paramedis, hal ini mempertimbangkan masih banyak kematian 

yang tidak dilaporkan ke Faskes. 

3. Perlu timbal balik antara Dinas Dukcapil & Dinas Kesehatan. 

4. Data hasil integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian 

dengan pelayanan kesehatan, hal ini menjadi data potensial untuk 

penguatan pencatatan sipil dan statistik hayati sekaligus 

penambahan/penguatan data SIAK.  

5. Dinas Dukcapil memberikan data penduduk yang meninggal 

(terutama diluar Faskes) untuk kemudian Dinkes dapat on the spot 

dan melakukan otopsi verbal shg diketahui penyebab kematiannya. 

6. Dinas Kesehatan memberikan data (nama, NIK) penduduk yang 

meninggal kepada Disdukcapil, untuk ditindaklanjuti dengan jemput 

bola penerbitan akta kematian. 

E.  Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya 

 Pelaksanaan proyek perubahan ini tidak terhindarkan dari adanya 

kendala/masalah yang terjadi di kehidupan riil. Potensi masalah yang dihadapi serta 

solusinya dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 6. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Solusi. 

MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI ADAPTIF 

1. Database 
kependudukan belum 
akurat, valid dan 
reliabel. 

2. Data pelaporan dan 
kepemilikan akta 
kematian masih 
tergolong rendah. 

3. Lembaga-lembaga 
pengguna dalam hal ini 

1. Masih belum adanya kesadaran 
masyarakat untuk melaporkan 
peristiwa kematian keluarganya. 

2. Kurangnya pengetahuan, dan 
pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya mencatat peristiwa 
kematian. 

3. Masih beragamnya persepsi dan 
pemahaman aparat di daerah 
dalam memberikan pelayanan 

Menyusun 
kebijakan strategis 
yang berisi strategi 
dan berbagai upaya 
serta tata cara dan 
petunjuk teknis 
pelayanan 
pencatatan 
kematian untuk 
meningkatkan 
cakupan akta 
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misalnya yang 
memberikan asuransi 
atau santunan maupun 
perbankan belum 
semuanya 
mensyaratkan akta 
kematian. 

4. Masih terbatasnya 
pemahaman oleh K/L, 
OPD, stakeholder 
maupun masyarakat 
mengenai manfaat 
pencatatan kematian 
bagi Penduduk dan 
manfaat Akta 
Kematian. 

terutama pada pelaporan peristiwa 
kematian, akibatnya banyak 
keraguan dan cakupan akta 
kematian belum signifikan. 

4. Adanya pemahaman sebagian 
masyarakat bahwa mencatatkan 
kematian tidak penting bagi 
mereka, dan menghilangkan nama 
anggota keluarga dari KK 
merupakan suatu hal yang tabu. 

5. Masyarakat penerima bantuan 
pemerintah, khawatir kehilangan 
bantuan sosial yang selama ini 
sudah diterima jika melaporkan 
kematian terutama yang 
meninggal tersebut sebagai kepala 
keluarga. 

kematian. 

 

F.  Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan 

 Faktor-faktor kunci yang menjadi keberhasilan dalam proyek ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Terpenuhinya Target Cakupan Akta Kematian sesuai dengan yang sudah tertulis 

pada RPJMN dan Stranas AKSH.  

2. Dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama K/L, 

stakeholder terkait beserta Disdukcapil Provinsi & Disdukcapil Kab/Kota, UPT  

Disdukcapil Kab/Kota, Desa/Kelurahan dan lainnya.  

3. Kementerian/Lembaga lain semakin sadar akan pentingnya Akta Kematian, 

dengan mensyaratkan Akta Kematian dalam pelayanan yang diberikan. 

4. Dengan adanya Kepmendagri yang berisi lampiran tentang straregi pelaksanaan 

pencatatan kematian akan mempercepat pelaporan dan peningkatan cakupan 

akta kematian. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

BAB III 

IMPLEMENTASI / CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN 

Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan Kebijakan Strategis Peningkatan 

Cakupan Akta Kematian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka  panjang. Pelaksanaan dari masing-masing tahapan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 7. Kegiatan Rencana Aksi Jangka Pendek 

No. Kegiatan Waktu 

1. 
Penyiapan Gambaran Konsep. 

Agustus-November 2022 

2. 
Penyiapan Tim yang disahkan melalui 

Keputusan Dirjen Dukcapil. 

Agustus-November 2022 

3. Penyamaan Persepsi dan Rencana  Kerja. Agustus-November 2022 

4. Peninjauan Best Practice sebagai 

Percontohan di beberapa Kab/Kota. 

September-November 2022 

5. Penyusunan Materi. September-November 2022 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri. September-November 2022 

7. Sosialisasi Kepmen ke Disdukcapil                      

se-Indonesia. 

November 2022-Maret 2023 

8. Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi. Desember 2022-Maret 2023 

9. Sosialisasi ke K/L dan Stakeholders terkait. Desember 2022-Maret 2023 

 

A. Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Pendek.  

1. Penyiapan Gambaran Konsep. 

Dalam tahapan persiapan ini dilakukan pertemuan dengan Bapak 

Dirjen Dukcapil baik sebagai atasan langsung maupun sebagai mentor dan 

juga dengan para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil, dan juga tentunya 

dengan Tim Efektif untuk membahas hal-hal apa saja yang menjadi penting 

dan mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka rencana proyek 

perubahan ini. Adapun hasil dalam pertemuan ini adalah terdapat 2 (dua) 

topik besar yang menjadi permasalahan pada pencatatan sipil yang harus 
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segera diselesaikan yaitu pertama tentang Petunjuk Tehknis Pelaksanaan 

Pelayanan Pencatatan Sipil dan mencari cara yang lebih strategis untuk 

peningkatan cakupan akta kematian. Dari beberapa kali pertemuan dan 

diskusi serta mempertimbangkan berbagai aspek, segera dicari solusinya 

dan kemudian diajukan kepada Bapak Dirjen. Sehubungan dengan hal 

tersebut telah disepakati yang menjadi topik pembahasan proyek perubahan 

kami adalah tentang Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta 

Kematian. Tentunya dengan dijadikannya topik ini untuk proyek perubahan 

kami, tidak berarti Petunjuk Tekhnis tentang Pelayanan Pencatatan Sipil 

menjadi tidak penting tetapi justru dibahas secara bersamaan, Petunjuk 

Tekhnis menjadi salah satu strategis ynag dilakukan untuk peningkatan 

cakupan akta kematian. 

Sebagai gambaran dari konsep kebijakan strategis peningkatan 

cakupan akta kematian ini adalah berawal dari tahun 2016 sampai dengan 

Januari 2022 sebagaimana telah kami bahas di dalam Bab I Pendahuluan 

tulisan ini, bahwa sudah di keluarkan berbagai kebijakan berupa surat 

edaran untuk percepatan pelaporan kematian dan peningkatan cakupan 

akta kematian. Namun demikian belum menunjukkan hasil yang diharapkan, 

maka dari itu menjadi tugas Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tupoksi untuk selalu terus 

menerus mencari cara yang lebih tepat dan memperkuat kebijakan yang 

sudah ada serta menambahkan cara yang lebih mudah dan bisa diakses 

oleh semua penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam hal ini 

peristiwa kematian, sebagaimana telampir eviden lainnya pada halaman            

62 s.d.63. 
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Gambar 6. Melakukan Pertemuan dengan Mentor serta Kasubdit untuk 

Membahas Proyek Perubahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penyiapan Tim yang disahkan Melalui Surat Keputusan Dirjen 

Dukcapil. 

Setelah disepakati topik yang dijaddikan proyek perubahan yaitu 

Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian, maka tentu 

diperlukan sebuah Tim Efektif yang mampu berkolaborasi untuk 

mewujudkan proyek perubahan ini. Ketua Tim telah mengusulkan rancangan 

Surat Keputusan kepada mentor di unit kerja. Tim efektif disahkan melalui 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Nomor 472.120.5-4891 DUKCAPIL Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 

tentang Pembentukan Tim Efektif Dalam Rangka Penyusunan dan 

Implementasi Kebijakan Strategis Peningkatan Cakupan Akta Kematian, 

sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 64.  
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Gambar 7. Pembentukan Tim Efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja. 

Dalam melakukan penyusunan materi, penyamaan persepsi dan rencana 

kerja untuk mencapai percepatan pelaporan dan cakupan akta kematian, 

Project Leader melakukan rapat beberapa kali dengan para Tim Efektif dan 

menyepakati bahwa harus ada cara yang ekstra lebih dan dicari stakeholder 

terkait untuk bisa membantu tercapainya peningkatan cakupan akta 

kematian ini. Untuk itu disepakati salah satu caranya adalah dengan 

bekerjasama lembaga donor dalam hal ini adalah World Bank, melalui 

Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Untuk menindaklanjuti kerja sama 

dimaksud dilaksanakan beberapa kali agenda rapat sebagai berikut: 

a. Rapat Pembahasan dengan Kasubdit Dit. Capil terkait PP PHLN terkait 

Peningkatan Cakupan Akta Kematian. Hasil rapat adalah menyepakati 

dibuatnya kebijakan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

Tim Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka 

Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kematian, sebagaimana 

terlampir eviden lengkapnya pada halaman 71. 
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Gambar 8. Rapat dengan Kasubdit Dit. Pencatatan Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang akan dijadikan Pilot Project, dipilih               

3 (tiga) Kab/Kota yang sudah melakukan praktik terbaik dalam hal 

percepatan pelaporan dan peningkatan cakupan akta kematian. 

Kemudian dari 5 (lima) yang diusulkan kepada Bapak Dirjen terpilih 

sebanyak 3 Kab/Kota yaitu Kab. Wonogiri, Kab. Padang Pariaman dan 

Kota Balikpapan untuk menjadi Pilot Project dan dikunjungi oleh tim 

yang dibentuk untuk mempelajari lebih jauh tentang apa saja yang 

dilakukan untuk kemudian dijadikan suatu cara yang bisa direplikasi oleh 

Kab/Kota seluruh Indonesia, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya 

pada halaman 79. 

c. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan 

Buku Pokok Pemakaman (BPP). Rapat tersebut diadakan sebanyak 2 

(dua) kali pada tanggal 15 September 2022 dan 4 November 2022 yang 

masing-masing dihadiri oleh lebih dari 50 Kab/Kota. Hal-hal yang 

dibahas antara lain yaitu Pusat memberikan arahan kepada Kab/Kota 

dan Provinsi agar aktif dan terus melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan cakupan akta kematian, beberapa Kab/Kota 

menyampaikan progres, kendala serta upaya dalam meningkatkan 

cakupan akta dan penerapan BPP serta diskusi dan tanya jawab 

lainnya, sebagaimana terlampir pada halaman 79. 

d. Melakukan rapat awal dengan 3 (tiga) Kab/Kota yang telah disepakati 

untuk menjadi Pilot Project dan menghasilkan kesepakatan waktu akan 
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dilakukannya kunjungan oleh tim pusat ke Kab/Kota dimaksud. 

Gambar 9. Rapat Awal didampingi Tim dari World Bank dengan                          

3 Kab/Kota mengenai Inovasi Pencatatan Kematian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan eviden lengka kegiatan pada poin 3 dapat dilihat pada 

lampiran di halaman 85 s.d. 94. 

4. Peninjauan Best Practice sebagai percontohan di beberapa 

Kabupaten/Kota. 

Menindaklanjuti kesepakatan pada poin 3e diatas, dalam hal ini kami 

melakukan kunjungan ke 3 (tiga) Kab/Kota yang memiliki Inovasi Pencatatan 
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Kematian. Pemilihan lokus tersebut berdasarkan inovasi yang telah dibuat 

oleh Kab/Kota untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menjadi saran 

dan masukan terhadap Kab/Kota lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka Best Practice terkait 

Inovasi Pencatatan Kematian, kami melakukan kunjungan selama 3 (tiga) 

hari ke Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 

2022, Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 

Oktober s.d. 2 November 2022 dan Dinas Dukcapil Kota Balikpapan pada 

tanggal 14 s.d. 16 November 2022, sebagaimana terlampir eviden 

lengkapnya pada halaman 95 s.d. 110. 

Gambar 10. Kunjungan bersama tim dari World Bank ke 3 Kab. Wonogiri, 

Kab. Padang Pariaman dan Kota Balikpapan. 
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5. Penyusunan Materi  

Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian mulai disusun oleh Tim Efektif 

pada bulan September 2022, bersamaan dengan penyusunan rancangan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi 

Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan 

Akta Kematian Tahun 2022, sebagaimana terlampir pada halaman                     

111 s.d. 115. 

Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan terkait hal tersebut, 

dihasilkan 2 (dua) Rancangan Kepmendagri terdiri dari: 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pencatatan 

Kematian yang berisikan 2 (dua) lampiran yaitu Panduan Pelaksanaan 

Pencatatan Kematian dan Panduan Pencatatan Kematian Secara 

Daring. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi 

Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan 

Cakupan Akta Kematian Tahun 2022. 

Gambar 11. Rapat Penyusunan Rancangan 2 (dua) Kepmen.  
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan 

Pencatatan Kematian 

Setelah adanya draft Kepmendagri dilakukan proses sesuai dengan 

prosedur dan pada bulan november 2022 kedua draft Kepmendagri 

dimaksud pada poin 5 di tanda tangani dan diberikan nomor, sebagaimana 

terlampir eviden lengkapnya pada halaman 116 s.d. 132. 

Gambar 12. Keputusan Menteri Dalam  Negeri  tentang  

Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sosialisasi Kepmendagri ke Disdukcapil se-Indonesia. 

Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat diwajibkan Kadis 

Dukcapil membuat sms gateway atau mengumumkan secara luas kepada 

masyarakat nomer HP-nya melalui spanduk, pamphlet, poster, sosial media 

dan media lainnya tentang pentingnya akta kematian. 

Melakukan berbagai upaya dan cara untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat akan arti pentingnya akta kematian, bisa melalui 

sosialisasi melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang dijadikan 

program tetap dari Ditjen Dukcapil setiap Sabtu Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB 
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bisa diikuti dengan live zoom dan live youtube. Dukcapil KDN juga 

bekerjasama dengan TV Desa dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat 

Indonesia dan WNI yang ada di luar negeri. 

Dalam hal pelaksanaan sosialisasi terkait Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 472.12-4890 DUKCAPIL Tahun 2022 tentang Strategi 

Pelaksanaan Pencatatan Kematian dilakukan oleh Project Leader bersama 

Tim Efektif. Strategi Sosialisasi direncanakan melalui pertemuan secara 

tatap muka, secara virtual dan melalui sosial media, hal ini bertujuan agar 

secara cepat dan tepat Disdukcapil Kab/Kota dapat memahami dan 

melaksanakan. 

Adapun sosialisasi secara tatap muka dan virtual dilakukan pada 

kegiatan: 

a. Melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi Papua, Kab. Jayapura 

dan Disdukcapil Kab. Keerom Provinsi Papua pada tanggal 23 s.d. 26 

November 2022, sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada 

halaman 133 s.d. 139. 

Gambar 13. Melakukan Kunjungan ke Provinsi Papua, Kabupaten 
Jayapura dan Kabupaten Keerom. 
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b. Melakukan sosialisasi pada tanggal 28 November 2022 dengan 

mengundang Disdukcapil Kab. Tangerang bertempat di ruang rapat Dit. 

Capil. sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 140 s.d. 

143. 

Gambar 14. Rapat bersama Disdukcapil Kab. Tangerang. 

 

 

 

 

 

c. Melakukan sosialisasi pada tanggal 30 November 2022 dalam rangka 

Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, 

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Dan Akta Perceraian yang diadakan 

oleh Disdukcapil Kab. Tangerang dan dihadiri oleh 160 peserta 

diantaranya (OPD terkait, instansi lintas sektor, aparatur kecamatan dan 

aparatur kelurahan/desa). sebagaimana terlampir eviden lengkapnya 

pada halaman 144 s.d. 146. 
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Gambar 15. Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil di Kab. Tangerang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Melakukan sosialisasi pada tanggal 1 Desember 2022 dalam rangka 

evaluasi pencapaian target kinerja Disdukcapil se Provinsi Kalimantan 

Barat yang diadakan oleh Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat dengan 

mengundang peserta Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat, 

sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 147 s.d. 151. 
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Gambar 16. Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Cakupan Akta 

Pencatatan Sipil kepada Disdukcapil se-Provinsi Kalimantan Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Melakukan pertemuan secara virtual melalui zoom meeting pada tanggal 

2 Desember 2022 dengan mengundang Dinas Dukcapil Provinsi dan 

Kab/Kota terpilih terutama bagi yang belum menerapkan Buku Pokok 

Pemakaman (BPP), sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada 

halaman 152 s.d. 154. 

Gambar 17. Zoom Meeting Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP). 
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f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan juga kepada 

Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia bahkan tidak 

terbatas di dalam negeri sering juga diikuti oleh WNI yang ada di luar 

negeri melalui acara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) seri ke-46 

bisa diikuti live zoom meeting ataupun youtube (DukcapilKDN), 

sebagaimana terlampir eviden lengkapnya pada halaman 154 s.d. 156. 

Gambar 18. Zoom Meeting Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM). 

 

 

 

 

 

 

Adapun sosialisasi melalui sosial media yaitu berupa artikel yang bisa 

diakses pada link berikut ini, dan eviden lengkapnya dapat dilihat pada 

halaman 157 s.d. 161. 

a. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-

kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-

pemakaman 

b. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1036/dinas-dukcapil-

seluruh-indonesia-diminta-segera-terapkan-buku-pokok-pemakaman 

c. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1377/pelaksanaan-ibadah-

haji-tahun-2022-usai-kemendagri-proses-90-akta-kematian 

d. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1466/kemendagri-dan-

kemenlu-gelar-bimtek-pemutakhiran-data-dan-pendataan-wni-di-

malaysia 

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-pemakaman
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-pemakaman
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1452/perbaiki-pencatatan-kematian-kemendagri-wajibkan-daerah-terapkan-buku-pokok-pemakaman
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1036/dinas-dukcapil-seluruh-indonesia-diminta-segera-terapkan-buku-pokok-pemakaman
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1036/dinas-dukcapil-seluruh-indonesia-diminta-segera-terapkan-buku-pokok-pemakaman
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1377/pelaksanaan-ibadah-haji-tahun-2022-usai-kemendagri-proses-90-akta-kematian
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1377/pelaksanaan-ibadah-haji-tahun-2022-usai-kemendagri-proses-90-akta-kematian
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1466/kemendagri-dan-kemenlu-gelar-bimtek-pemutakhiran-data-dan-pendataan-wni-di-malaysia
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1466/kemendagri-dan-kemenlu-gelar-bimtek-pemutakhiran-data-dan-pendataan-wni-di-malaysia
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1466/kemendagri-dan-kemenlu-gelar-bimtek-pemutakhiran-data-dan-pendataan-wni-di-malaysia
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8. Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali 

bersamaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Levelisasi Ditjen 

Dukcapil yang menerima laporan dari setiap PJ Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, satu diantara yang terus dilaporkan adalah tentang progres 

cakupan akta kematian, sebagaimana terlampir pada halaman 163. 

Gambar 19. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Levelisasi 

9. Sosialisasi ke K/L dan Stakeholder Terkait. 

Melakukan sosialisasi pada acara review kegiatan program 

perlindungan anak tahun 2022 dan penyusunan rencana kerja tahun 2023 

program kerjasama RI-Unicef 2021-2025 pada tanggal 28 November 2022 

yang dihadiri oleh Bappenas, Unicef, K/L tingkat pusat dan daerah utamanya 

dibidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta stakeholder dan lembaga terkait, sebagaimana 

terlampir eviden lengkapnya pada halaman 164 s.d. 167.  
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Gambar 20. Sosialisasi ke K/Ldan Stakeholder terkait. 

B.  Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Menengah. 

1. Melakukan sosialisasi kepada pejabat pengambil keputusan di Disdukcapil 

dan melakukan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada petugas pelayanan 

administrasi kependudukan. 

2. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan 

Pencatatan Kematian untuk dipedomani di Disdukcapil seluruh Indonesia 

dan Perwakilan RI di Luar Negeri. 

C.  Pelaksanaan Rencana Aksi Jangka Panjang. 

1. Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian, sebagaimana 

terlampir pada halaman 168 s.d. 179. (Januari - Juli 2023) 
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Gambar 21. Surat Penyampaian Prosundagri dan Draft Permendagri. 

 

 

2. Finalisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan 

dan Pencatatan Kematian. (Agustus 2023) 

3. Sosialisasi dan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang  

(Percepatan Pelaporan dan Pencatatan Kematian. (Agustus 2023 - dst) 
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BAB IV  

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI  

 Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus 

menerus ke arah personal mastery (penguasaan pribadi), sehingga dapat 

mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang 

akhir membentuk pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang 

siap menjadi agen perubahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks seorang 

pemimpin tentu saja membentuk peribadi yang mantap dan sukses yaitu pribadi 

yang dewasa secara mental dan mampu tampil sebagai pemenen dengan 

mengalahkan unsur negarif yang ada dalam diri seseorang atau dalam diri sendiri. 

Pada kesempatan ini yang akan dikembangkan tentang penilaian diri (self 

assessment) yang mana produk yang akan dihasilkan adalah sebuah instrumen 

penilaian diri (self assessment) berbasis pendidikan berkarakter yang meliputi 

komponen integritas, kerjasama, mengelola perubahan. Untuk itu maka diperlukan 

kemampuan untuk mengelola dirinya serta mengembangkan potensi-potensi yang 

ada pada diri sendiri, sebelum mengembangkan potensi orang lain dan potensi 

organisasi. 

 Dalam mengembangkan potensi diri agar dapat mencapai pribadi yang mantap 

dan sukses, beberapa hal yang telah dilakukan oleh project leader/ ketua tim               

antara lain:  

HASIL PENILAIAN: 
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a. Hasil Penilaian Diri Sendiri: 

Gambar 22. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Nama Mentor : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

NIP : NIP: : 19690824 199903 1 001

Jabatan : Jabatan :

Instansi : Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Program :

Sub Komponen Nilai Peserta Nilai Mentor Nilai Rata-Rata Kualifikasi
Tanggung jawab 8,5 8,5 8,50 Baik

Komitmen 9 9 9,00 Istimewa

Kedisplinan 8 9 8,70 Baik
Kejujuran 8 9 8,70 Baik

Konsistensi 9 9 9,00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 8,5 9 8,85 Baik

Rata-Rata 8,50 8,92 8,79 Baik
Kerjasama Internal 8,5 8,5 8,50 Baik

Kerjasama Eksternal 8 9 8,70 Baik
Komunikasi 9 8,5 8,65 Baik

Fleksibilitas 8,5 8 8,15 Baik
Komitmen dalam Tim 8,5 9 8,85 Baik

Rata-Rata 8,50 8,60 8,57 Baik
Pelayanan Publik 8 9 8,70 Baik

Adaptabilitas 9 9 9,00 Istimewa
Pengembangan orang lain 9 9 9,00 Istimewa

Orientasi pada hasil 8 9 8,70 Baik

Inisiatif 8 9 8,70 Baik
Rata-Rata 8,40 9,00 8,82 Baik

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,47 8,84 8,73 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa

7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup

3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Komponen

Integritas

Kerjasama

Mengelola 

Perubahan

Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si

19670423 199403 2 004

Direktur Pencatatan Sipil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PKN II

Direktur Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil
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b. Hasil Penilaian Mentor: 

Gambar 23. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek-aspek dengan nilai rata-rata terendah diantaranya: 

a. Integritas 

- Tanggung Jawab 

b. Kerjasama 

- Fleksibilitas 

- Komunikasi 

c. Mengelola Perubahan 

- Orientasi pada Hasil 

- Inisiatif  

 

 

Nama Peserta : Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si Nama Mentor : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

NIP : NIP: : 19690824 199903 1 001

Jabatan : Jabatan :

Instansi : Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Program : PKN II

Sub Komponen 

Integritas

Sub Komponen 

Kerjasama

Rata-Rata Total           

Sub Komponen

Kualifikasi Total 

Sub Komponen

Peserta 8,50 8,50 8,47 Baik

Mentor 8,92 8,60 8,84 Baik

Nilai Rata-Rata     Per 

Sub Komponen
8,79 8,57 8,73 Baik

Baik Baik Baik

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa

7-8.99 Baik

5-6.99 Cukup

3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nilai Komponen

Sub Komponen 

Mengelola Perubahan

8,40

9,00

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil

Direktur Pencatatan Sipil Direktur Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

19670423 199403 2 004

8,82

Kualifikasi Per Sub 

Komponen
Baik

Akhir Sikap Perilaku

8,73

Kualifikasi:

Baik
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STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI 

Berdasarkan hasil penilaian diatas maka dapat dilakukan pengembangan diri 

dengan beberapa strategi sebagai berikut: 

a. Menambah Pengetahuan dan Pengalaman 

Upaya menambah pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan diskusi 

bersama jajaran di Ditjen Dukcapil, Tim Pakar maupun Tim Efektif, self learning, 

mengikuti acara Bimtek, dan lain – lain. Studi literatur juga merupakan salah satu 

pilihan misalnya membaca artikel pengembangan diri, membaca riwayat hidup atau 

pemikiran tokoh sehinggal dapat memberikan insight dalam memperbaiki konsep 

diri.  

b. Mengenal Diri Sendiri 

Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami 

kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya sehingga ia mampu untuk 

mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain.  

1. Cari Tahu Kelebihan dan Kekurangan Diri. 

Dalam membangun konsep diri positif tentu diperlukan identifikasi 

terhadap kelebihan dan kekurangan diri, dalam tahapan ini project leader 

(ketua) melakukan self assesment dengan hasil identifikasi kelebihan dan 

kekurangan diri sebagai berikut: 

a) Kelebihan diri (nilai positif diri) antara lain:  

➢ Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor 

internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau 

kode etik dalam bekerja; 

➢ Komitmen tinggi terhadap pekerjaan; 

➢ Mampu bekerjasama dengan baik; 

➢ Senang belajar untuk mendapatkan pengetahuan / hal baru. 

b) Kekurangan diri, antara lain: 

➢ Diperlukan peningkatan kemampuan untuk melakukan penyesuaian 

terhadap pekermbangan teknologi informasi terutama di era digitalisasi 

ini. 

2. Membuka diri untuk masukan, kritikan, dan pendapat yang berbeda. 

3. Mengatasi masalah dengan cara positif.  
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4. Mengembangkan ide-ide yang kreatif serta melakukan inovasi-inovasi 

terutama terkait pencatatan kematian. 

5. Terapkan kebiasaan baik. 

c. Tim Kerja 

Diskusi bersama Tim Efektif untuk membahas terkait pencatatan kematian, 

melakukan rapat, mengikuti Dukcapil Belajar setiap hari Jum’at serta Dukcapil 

Menyapa Masyarakat di hari Sabtu. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Khususnya dalam hal kebijakan pencatatan kematian, meng-

implementasikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan tidak kurang dari berbagai kebijakan telah dikeluarkan berupa 

Surat Edaran tentang cara dan usaha untuk peningkatan cakupan Akta 

Kematian. Ditjen Dukcapil terus melangkah secara sistematik dan terukur,  

selalu mencermati dan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Ditjen 

Dukcapil selalu mencari upaya untuk lebih untuk meningkatkan cakupan 

pelaporan kematian dengan melakukan berbagai upaya, mendorong 

masyarakat, pihak-pihak terkait, bekerjasama dengan rumah sakit, 

Desa/Kelurahan sampai ke RT/RW bahkan petugas dukcapil harus 

bekerjasama dan berteman dengan petugas pemakaman. Salah satu caranya 

adalah Ditjen Dukcapil memakai sebuah instrumen penerapan Buku Pokok 

Pemakaman. Hal-hal tersebut terus diupayakan penerapan dan peningkatan 

hasilnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12-4890 

DUKCAPIL Tahun 2022 tentang Strategi yang merupakan output jangka 

pendek dari Proyek Perubahan kami ini yang bertujuan supaya berbagai 

kebijakan yang sudah ada selama ini dimaksimalkan dan tercapai percepatan 

pelaporan kematian dan peningkatan cakupan Akta Kematian. Untuk 

memastikan bahwa setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam 

hal ini kematian dipastikan dilaporkan ke Dukcapil kemudian tercatat dan 

diterbitkan Akta Kematiannya. 

Pekerjaan besar Dukcapil adalah menerbitkan dokumen 

kependudukan. Output-nya ada 24 dokumen. Salah satu diantaranya adalah 

Akta Kematian yang sangat banyak manfaatnya baik bagi penduduk maupun 

bagi pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu dalam 

laporan proyek perubahan ini. Visi besar Dukcapil adalah menciptakan tertib 

administrasi kependudukan sebagai outcome yang pada akhirnya jika dokumen 

kependudukan telah dimiliki oleh setiap penduduk sesuai dengan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi pada diri dan keluarganya 
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maka sering kami katakan bahwa sebagian dari modal dasar seseorang dalam 

mengarungi kehidupan ini sudah dimiliki, sebab dokumen kependudkan yang 

merupakan salah satu dari pelayanan Administrasi Kependudukan memang 

bukan merupakan pelayanan dasar namun menjadi dasar dari semua 

pelayanan publik lainnya.         

  Tugas negara dapat dirinci antara lain memberikan perlindungan 

hukum kepada seluruh WNI dengan memberikan dokumen kependudukan 

secara mudah, cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dengan kata lain,  tugas 

utama negara adalah melindungi warga negara melalui pemberian dokumen 

kependudukan sampai ke pintu-pintu rumah penduduk. Artinya dengan cara 

sistem daring yang dapat diakses dengan mudah oleh penduduk dari telepon 

genggamnya maka itu sudah lebih dari sampainya pelayanan ke pintu-pintu 

rumah penduduk. Maka kalau kita membuka filosofi secara lebih luas tujuan 

negara yang ada dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 “Melindungi 

segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa” kalau diringkas dalam satu kalimat adalah memberikan pelayanan 

kepada orang perorang, jiwa perjiwa untuk membahagiakan masyarakat. Maka 

filosofi adminduk yang paling hakiki adalah memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan untuk membahagiakan masyarakat.    

  Dalam proses ini kita tidak bisa berlepas diri dari tujuan pelayanan 

adminduk itu. Pertama, adminduk bertujuan untuk memberikan identitas 

penduduk kepada semua orang tanpa kecuali dan tidak ada diskriminasi dan 

inklusif artinya sampai kepada penduduk di tempat-tempat terpencil, orang 

dalam gangguan jiwa dan sebagainya, sebagai bentuk pemenuhan hak setiap 

warga negara. Maka dari itu diberikan secara mudah, cepat, tepat dan tidak 

berbayar. Ada 24 jenis pelayanan dokumen kependudukan, bayi baru lahir 

diberikan akta lahir, anak-anak diberikan KIA, setelah dewasa 17 tahun 

diberikan KTP-el, menikah diberikan akta perkawinan meninggal diberikan akta 

kematian.           

  Kedua, tujuan pelayanan adminduk adalah memberikan kepastian 

hukum. Pemberian dokumen kependudukan dalam hal ini Akta Kematian bagi 

yang sudah meninggal dunia adalah wujud kepastian hukum bagi warga 

negara.  
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B. REKOMENDASI 

  Dengan telah dilakukan berbagai macam upaya sebagaimana yang 

telah diuraikan pada Bab I sampai dengan Bab IV dapat kami berikan 

rekomendasi sebagai berikut : 

a. Dalam penerapan Kebijakan Strategi Pelaksanaan Pencatatan Kematian 

memang sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dan semua harus pro 

aktif antara pihak terkait dimulai dari masyarakat, perangkat 

Desa/Kelurahan, Rumah Sakit/Faskes, RT/RW, Pemuka Agama dan K/L  

serta OPD terkait di daerah dengan petugas Dinas Dukcapil supaya 

berbagai strategi dalam pelaporan kematian dan penerbitan Akta Kematian 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan; 

b. Perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus kepada semua pihak 

terkait; 

c. Perlu dilakukan kerjasama dengan K/L terkait untuk mempersyaratkan Akta 

Kematian dalam setiap pelayanan publik tentunya memang yang terkait 

dan ada hubunganya dengan akta kematian. Karena selama ini masih 

banyak K/L dan Badan Publik yang mempersyaratkan surat keterangan 

Kepala Desa/Kelurahan sebagai pembuktian kematian seseorang dalam 

urusan pencairan dana asuransi misalnya. Sedangkan Surat Keterangan 

Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan tersebut baru sebatas salah satu 

persyaratan untuk dicatatkan kematian seseorang dan dicatat serta 

diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Dukcapil. Setelah Akta Kematian 

diterbitkan baru bisa dikatakan secara hukum sudah ada kepastiannya 

pengakuan dari negara bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia. 

Dan data yang bersangkutan sudah di non-aktifkan di dalam database 

kependudukan; 

d. Untuk lebih memperkuat dan lebih fokus serta prioritasnya percepatan 

pelaporan dan pencatatan kematian ini perlu segera disusun dan di atur 

dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan 

Pencatatan Kematian ini, yang kami rencanakan dan usulkan untuk segera 

dibahas di Tahun 2023 sebagaimana sudah kami gambarkan dalam 

milestone proyek perubahan ini. 

 



54 

 

DAFTAR PUSTAKA 

David, Fred R. 2011. Manajemen Strategis: Konsep Buku 1 Edisi 12. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Department of Economic and Social Affairs.1998. Handbook on Civil Registration 

and Vital Statistics System: Developing Information, Communication (Buku 

Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik : Pengelolaan, 

Pelaksanaan dan Pemeliharaan). Jakarta: UNITED NATIONS. 

Department of Economic and Social Affairs. 2005. Handbook on Civil Registration 

and Vital Statistics Systems: Computerization (Buku Pedoman Tentang 

Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik: Komputerisasi). Jakarta : 

UNITED NATIONS. 

Fulthoni, Arianingtyas, r.Aminah, s. Sihombing, u.P. 2009. Memahami Administrasi 

Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal.  

Usman, Rachmadi. 2019. Hukum Pencatatan Sipil. Jakarta : Sinar Grafika. 

Yanuar Nugroho, Penasihat Centre for Innovation Policy & Governance, Anggota 

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Akademisi di ISEAS Singapura dan 

University of Manchester, Inggris. “Membangun Kapasitas Negara”, 

Kompas: Rabu, 14 Juli 2021. 

Peraturan Perundang-Undangan: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan 

Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 



55 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam 

Administrasi Kependudukan; 

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.12/2701/Dukcapil tanggal                      

17 Maret 2016 tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian; 

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 

472.12/1406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan 

Akta Kematian; 

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Nomor 

472.12/12498/DUKCAPIL tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan 

BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian; 

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 

2022 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian; 

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Nomor 

472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 tentang Percepatan Penerapan 

Buku Pokok Pemakaman. 

 

 



56 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
DATA PRIBADI 

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I 

R E P U B L I K I N D O N E S I A 

B I O D A T A P E G A W A I 
 

a. N I P 19670423 199403 2 004 

b. N a m a : Dr. HANDAYANI NINGRUM, S.E., M.Si. 

c. Tempat dan Tanggal Lahir : KAB. SOLOK, 23/04/1967 

d. Agama : ISLAM 

e. Pangkat Sekarang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 

TMT Pangkat : 01/04/2021 

f. Pendidikan Terakhir : S3 / DOKTOR (DN) (ILMU SOSIAL, BIDANG KAJIAN ILMU PEMERINTAH) 

g. Jabatan Sekarang : DIREKTUR PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL 

TMT Jabatan : 30/11/2020 

h. Alamat : JL. MARKISA IV BLOK A NO. A 11 PERUM. BEJI PERMAI KEL. TANAH BARU KEC. 

BEJI RT. 05 RW 013 KOTA DEPOK - JAWA BARAT 

i. No. Handphone / Email : 08111998911 / ningrumhandayani23@gmail.com 

 

RIWAYAT KEPANGKATAN 

No Pangkat / Gol. Ruang No. SK   Tgl. SK  TMT Pangkat  Keterangan 

1. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 00055/KEP/AA/15001/21 12/03/2021 01/04/2021 PILIHAN (STRUKTURAL) 

2. PEMBINA TK.I (IV/b) 823.4 - 1001 TAHUN 2014 17/03/2014 01/04/2014 PILIHAN (STRUKTURAL) 

3. PEMBINA (IV/a) 811.234-1055  31/03/2010 01/04/2010 REGULER  

4. PENATA TK.I (III/d) 823/48/BKD-2006  14/03/2006 01/04/2006 REGULER  

5. PENATA (III/c) 823/126/BKD-2002  01/05/2002 01/04/2002 REGULER  

6. PENATA MUDA TK.I (III/b) UP.PD.129/3/DN-1998 21/02/1998 01/04/1998 REGULER  

7. PENATA MUDA (III/a) UP.PD.1190/2/DN-1995 14/08/1995 01/04/1994 REGULER  

8. PENATA MUDA (III/a) UP.PD.1372/1/DN-1994 22/07/1994 01/03/1994 REGULER  

RIWAYAT JABATAN 

No Jabatan        Eselon TMT Jabatan 

1. DIREKTUR PENCATATAN SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL 

II. A 30/11/2020 

2. KEPALA BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT 

PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL 

 III. A 07/10/2016 

3. KEPALA SUBDIREKTORAT PINDAH DATANG PENDUDUK PADA DIREKTORAT PENDAFTARAN 

PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 III. A 31/08/2015 

4. KEPALA SUBDIT PERENCANAAN KEPENDUDUKAN PADA DIREKTORAT PENYERASIAN KEBIJAKAN 

DAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL 

III. A 28/08/2014 

5. KEPALA SUBDIT PINDAH DATANG PENDUDUK ANTAR NEGARA PADA DIREKTORAT PENDAFTARAN 
PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

III. A 08/05/2013 

6. KEPALA SEKSI ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK PADA DIREKTORAT JENDERAL 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 IV. A 13/10/2010 

7. KASI VERTILITAS, MORBIDITAS & MORTALITAS PD SUBDIT PENGAR.KUANTI.PENDDK PD 

DIT.BANGDUK DITJEN MINDUK 

 IV. A 14/05/2009 

8. STAF (PINDAHAN DARI KAB.SOLOK)       ---- 23/07/2008 

9. STAF SUBBAG TU PADA DIT.BANGDUK DITJEN MINDUK      ---- 01/06/2008 

10. KASI STATISTIK PADA BAPPEDA KAB.DATI II SOLOK       V.A 29/03/1996 

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM 

No Tingkat Pendidikan Pendidikan/Fakultas/Jurusan  Nama Sekolah/PT/Univ.   Thn.Lulus 

1. SD SEKOLAH DASAR   SDN 1    1980 

2. SLTP UMUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMPN 01 TALANG   1983 

3. SLTA UMUM A.1/FISIKA   SMAN 01 GUNUNG TALANG  1986 

4. SARJANA EKONOMI MANAJEMEN  UNIVERSITAS MAHAPUTRA 

MUHAMMADYAMIN 

 1992 

5. S2 / MAGISTER / MASTER (DN) ILMU SOSIAL   UNIVERSITAS PADJADJARAN  2000 

6. S3 / DOKTOR (DN) ILMU SOSIAL, BIDANG KAJIAN ILMU 
PEMERINTAH 

UNIVERSITAS PADJADJARAN  2007 

RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL 

No Nama Diklat Angkatan/Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara   

1. ADUMLA VII / 1997 660 jam BUKITTINGGI DIKLATWIL I BUKITTINGGI   

2. DIKLATPIM TK. III 2011 360 jam BANDUNG PUSDIKLAT REG. BANDUNG KEMENDAGRI 
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JAKARTA, 07 DESEMBER 2022 

DIREKTUR PENCATATAN SIPIL 

 
 
 
 
Dr. HANDAYANININGRUM, S.E, M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) 
NIP. 19670423 199403 2 004 

  

RIWAYAT DIKLAT TEKNIS 

No Nama Diklat Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara 

1. PELATIHAN ProRLK 1996 0 jam SUMBAR GTZ 

2. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TK. I KATEGORI 

L2 

2008 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI 

RIWAYAT SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

No Nama Seminar/Lokakarya/Simposium Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara 

1. SEMINAR NASIONAL MENCAPAI KELUARGA BEBAS MADAT 1998 0 jam JAKARTA YYS SURYATAMA 

2. SEMINAR DHARMA PUSAKA '45 1999 0 jam CIPULIR-JKT SESKOAL 

3. LOKAKARYA PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN 2001 0 jam JAKARTA IIP & UNIV.PADJADJARAN 

4. SEMINAR NASIONAL PROSPEK PEMERINTAHAN TAHUN 

2002 

2002 0 jam JAKARTA MIPI 

5. SEMINAR NASIONAL KE-3 ILMU PEMERINTAHAN 

(KYBERNOLOGI) 

2003 0 jam JAKARTA  

6. SEMINAR NASIONAL PELAYANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

2019 0 jam JAKARTA KEMENPAN RB 

7. SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN 
INFORMASI PUBLIK 

2018 - 
2019 

0 jam JAKARTA KIP PUSAT 

8. SEMINAR NASIONAL DUKCAPIL 2020 - 
2021 

0 jam JAKARTA DUKCAPIL KEMENDAGRI 

RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA 
   

No Nama Penghargaan/Tanda Jasa Tahun Asal Perolehan  

1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2014 PRESIDEN RI  

RIWAYAT KEANGGOTAAN ORGANISASI 
No Jenis Organisasi Nama Organisasi Jabatan  Periode Keanggotaan 

1. TIM BUDAYA KERJA SETJEN 

KEMENDAGRI TH 2019 
ANGGOTA  28/03/2019 s/d 

 

DATA SUAMI 

    

No Nama 

Tempat dan Tgl.Lahir 

 Tgl.Nikah Pekerjaan Keterangan 

 

1. ANTONI 

Lahir:TALANG,10/10/1958 

 

DATA ANAK 

11/8/2014 WIRASWASTA 

No Nama 

Tempat dan Tgl.Lahir 

Jenis Kelamin Pekerjaan Keterangan 

1. DECE WANDASARI, SH., MKn 

Lahir : TALANG, 18/12/1986 

Perempuan PEGAWAI SWASTA Anak Kandung 

2. dr. JIMMY SAKTI NANDA BERGUNA,,SpOG 

Lahir : SOLOK, 01/10/1989 

Laki-laki DOKTER Anak Kandung 

3. ALDO PRIMA PUTRA, S.STP., M.E. 

Lahir : SOLOK, 18/01/1991 

Laki-laki PEGAWAI NEGERI SIPIL Anak Kandung 

4. ASTRID HIRDAMARSA, S.STPLahir : 

SOLOK, 29/08/1992 

Perempuan PEGAWAI NEGERI SIPIL Anak Kandung 

5. AISYA NASYFA QATRUNADALahir : 
JAKARTA, 01/10/2001 

Perempuan MAHASISWI Anak Kandung 

6. MUHAMAD ZIDAN KASIM Lahir : 
BANDUNG, 29/03/2005 

Laki-laki PELAJAR Anak Kandung 

DATA ORANG TUA 
   

No Nama Tempat dan Tgl.Lahir Pekerjaan  

1. AMIR BEY DT.MARAJO (ALM)    

2. YUR AMLIS (ALM)    
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1. Penyiapan Gambaran Konsep. 
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2. Penyiapan Tim Efektif yang disahkan melalui Keputusan Dirjen Dukcapil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Tim Efektif 
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3. Penyamaan Persepsi dan Rencana Kerja. 

a. Rapat Pembahasan dengan Kasubdit Dit. Capil terkait PP PHLN 

Peningkatan Cakupan Akta Kematian; 
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Rancangan Kepmendagri tentang Tim Penyusunan Materi Peningkatan 

Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Akta 

Kematian 
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b. Rapat Pembahasan Lokus Percontohan yang akan dijadikan Pilot Project; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rapat Pembahasan Kab/Kota yang Belum Mencapai Target Penerapan 

Buku Pokok Pemakaman; 
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 Notulensi tgl 15 September 2022 
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 Notulensi tgl 4 November 2022 
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d. Rapat Awal dengan 3 Kab/Kota yang telah disepakati untuk menjadi Pilot 

Project. 
 

1) Kabupaten Wonogiri 
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Direktur Pencatatan Sipil 

Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wonogiri 

Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Fasilitasi 

Pencatatan Kelahiran dan Kematian 

Perwakilan dari World Bank 
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2) Kabupaten Padang Pariaman 
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Kepala Dinas Dukcapil Kab. Padang 
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Perwakilan dari World Bank 
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3) Kota Balikpapan 
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Direktur Pencatatan Sipil 

Kepala Dinas Dukcapil Kota 

Balikpapan 
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Notulensi Rapat dengan 3 Kab/Kota 
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4. Peninjauan Best Practice sebagai Percontohan di beberapa Kab/Kota 

a) Kabupaten Wonogiri 

 

 

  

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN 

KE DISDUKCAPIL KAB. WONOGIRI 
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SURAT TUGAS 
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b) Kabupaten Padang Pariaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN KE 

DISDUKCAPIL KAB. PADANG PARIAMAN 
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c) Kota Balikpapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN KE 

DISDUKCAPIL KOTA BALIKPAPAN 
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5. Penyusunan Materi 

 

Undangan Rapat Penyusunan Rancangan Kepmen 
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 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Penyusunan Materi 

Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan 

Akta Kematian Tahun 2022. 
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Strategi Pelaksanaan 

Pencatatan Kematian. 
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7. Sosialisasi Kepmendagri ke Disdukcapil se-Indonesia. 

a. Melakukan kunjungan ke Disdukcapil Provinsi Papua, Kab. Jayapura 

dan Disdukcapil Kab. Kerom Provinsi Papua tgl 23-26 November 2022. 
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 Notulensi Kunjungan  
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Ibu Direktur bersama Sekretaris Disdukcapil Kab. 

Keerom beserta jajaran 
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Ibu Direktur bersama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. 

Jayapura beserta jajaran 
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Ibu Direktur bersama Kepala Dinas Disdukcapil Provinsi Papua 

dan Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Jayapura beserta jajaran 
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b. Sosialisasi pada tanggal 28 November 2022 dengan mengundang 

Disdukcapil Kab. Tangerang. 

 

Notulensi Rapat dengan Disdukcapil Kab. Tangerang 
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Daftar Hadir 
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c. Sosialisasi pada tanggal 30 November 2022 dalam rangka Kegiatan 

Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Kematian, Akta 

Kelahiran, Akta Perkawinan Dan Akta Perceraian. 
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d. Sosialisasi pada tanggal 1 November 2022 dalam rangka Evaluasi 

Pencapaian Target Kinerja Disdukcapil se Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Surat Undangan 
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e. Melakukan pertemuan secara virtual melalui zoom meeting pada 

tanggal 2 Desember 2022 dengan mengundang Dinas Dukcapil 

Provinsi dan Kab/Kota terpilih terutama bagi yang belum menerapkan 

Buku Pokok Pemakaman (BPP). 
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 Paparan Sosialisasi 
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f. Sosialisasi kepada Masyarakat Secara Luas dan juga kepada Dinas 

Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia bahkan tidak terbatas di 

dalam negeri sering juga diikuti oleh WNI yang ada di luar negeri. 
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Sosialisasi melalui Sosial Media yaitu berupa Artikel. 
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8. Evaluasi dan Melengkapi Bahan Sosialisasi  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring dan evaluasi  

Oleh Tim Levelisasi 
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9. Sosialisasi ke K/L dan Stakeholder Terkait. 

 

Undangan Narasumber  
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Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaporan 

dan Pencatatan Kematian 
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